PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 702 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS + 135.790 M2 (LEBIH KURANG SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU
TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH METER PERSEGI) PADA KABUPATEN

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor
5454/1992 tanggal 5 Oktober 1992 dan Nomor 3931/-1.711
tanggal 19 Desember 2019, Barang Milik Daerah berupa
tanah seluas + 135.790 m2 (lebih kurang seratus tiga puluh
lima ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) di 5
(lima) pulau pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para
pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah
diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Bupati
Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota J akarta;

bahwa sesuai surat permohonan Bupati Kepulauan Seribu
tanggal 6 Februari 2020 Nomor 430/-076.98 dan untuk tertib
administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya
pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah
Khusus Ibukota J akarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Daerah Berupa Tanah Seluas + 135.790 m?2 (lebih
kurang seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan
puluh meter persegi) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk
Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS + 135.790 M2 (LEBIH KURANG SERATUS TIGA PULUH
LIMA RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH METER PERSEGI)
PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa
tanah seluas + 135.790 m? (lebih kurang seratus tiga puluh lima
ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) pada Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur
ini.

Bupati Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa
tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat
perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh
terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan
pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada
dalam penguasaannya.



KETIGA . Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
menjadi tanggung jawab Bupati Kepulauan Seribu Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2021

a. ERNUR DAERAH KHUSUS
OTA JAKARTA
ARIS DAERAH,
AH MATALI

Tembusan:
1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

o

% N



I'TVLVIN

VLAV VLD

‘HVIEVA § w
SNSNHY HVYIVA o

Tl T
0000000008 nemng 2661 WNSVA SOSVd (A 00S 00000 | SOOSOITIOIO | 00000000000Z09 m:nwiwmwmo%aﬁﬁmh v
ueyeyesnt
00°000°000°0S T Jesag eag ne[nd z661 WNNSVd SOSVA Tw 00s T00000 | SOO0SOTIIOIO | 00000000000Z09 Sues m:omowoﬁwwcw% €
e}/ T
00°000'000°08 Uepuo}ad nemng 661 WNSVA SOSYd (4] 00¢s £00000 S00SOIT1010 00000000000209 mcc.wwﬁwﬂwmo% aﬂxm:vm.% 4
‘000°00p" UeERsnIq Jep],
00°000'00t'98+ 1T Tesag Juefueg neny Z661 WNSVd SOSVd (A 067 +€1 | 100000 | SO0SOITIOIO | 000DO000000ZO9 Juwe£ Suosoy yewey| |
UeYa]013, 13 uersq stus
resuBIsay (dx) edreH EwRlY weo] / e aﬂhﬂm UBYR[0Iad BIRD/IBSY | NIWNNOQ 'ON | uemeg |  sen] kmwowm Suereg spoy Tun spoy / wﬁzﬂ mahz oN
HVNVL

VIAVIVE VIONNE] SNSNHY HVAAVA ISNIAONd NERAS NVNVINdTN ISVAL

NERES NVOVINdEY ISVAISININGY NILVINEYY vavd (0dsyad
HALIW HN'INd NVTIEWES SNLIVE HArNL NETy VIIT HN'INd VDIL
SNLYNES DNVANN HIEST) TN 062'SET ¥ SYNIHS HVYNVL vdNyag
HV¥EVA AITIN DNVAVE NVYNNDONE SNLVLS NVdVLINAd

DONV.INAL

1202 NNHV] 20/ JOWON
VIAVIVE VIONNE! SNSNHM HVIEVA ¥NNNFEND NVSNLAGEY
NVAIdNVT

HYNV.L VdNYAE HYIIVA MITIN DNVIVE NVLdvQ

SININAV NILYINEVY Vavd




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

